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Abstract

This research was conducted at the District Office of Watang Sidenreng, its purpose was to determine the role of the community as a supporting role of coordination in administration proccess, and all factors that influenced it.
Data collection methods used in this research were observation, questionnaires, and literature studies. The collected data were analyzed using frequency tables and percentages. The population was as many as 31 people, and all of them were accounted as sample.

The results showed that the role of society in the administration was 100% good. The implementation of coordination in public administration was 100% good. The implementation of coordination in terms of the will to co-operate, increased achievement, respect and passion in work performance were all good by 90,32%. Vertical coordination in each section was 83,87% good. Functional coordination of each section chief to another agency was 77,42% good. Personnel resource in public administration was 51,61% adequate. Administrative services at district office was 70,97% good. The attitude and behavior of employees in public administrative services were 83,87% good. The cooperation among all employees in publilc administrative services was 100% good. Administrative services in terms of service procedure was 58,06% foolproof. The quality of employees in public administrative services was 87,10% qualified. Factors affecting the society’s interaction within public relations officer in public administration were 77,42% good. The existence of community development, fostering citizenship, fostering peace and order assessed 70,97% excellent. It thus becomes a factor that can influence people to take part in supporting the coordination of administration in Watang Sidenreng district.
A. PENDAHULUAN
Suatu unsur kepuasan demokrasi terletak pada jumlah keterlibatan masyarakat dalam proses kerja unit pemerintahan berskala kecil, termasuk di dalamnya adalah bagaimana peranan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Kiranya perlu dikemukakan bahwa titik berat peranan masyarakat dalam masalah-masalah yang ada di wilayahnya dipandang sangat dibutuhkan, karena akan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, utamanya dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan demikian kita ingin mengetahui sejauh mana masyarakat itu percaya bahwa mereka memikul sejumlah kewajiban untuk menggunakan hak dan kewajibannya. Kondisi ini telah memberikan suatu kesadaran bahwa diperlukan suatu upaya untuk mempersiapkan diri, khususnya masyarakat dan aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas, baik kualitas sumber daya manusia maupun kualitas sumber daya lain, yang akan berdampak bagi terciptanya kualitas program pembangunan di daerah utamanya di wilayah kecamatan Wattang Sidenreng.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Penerapan asas tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada kemampuan untuk mewujudkan dua ekspektasi sasaran yang bersifat internal dan eksternal. Ekspektasi internal ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah supaya dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Sedang ekspektasi eksternal adalah menuntut kemampuan pemerintah daerah memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam paradigma pembangunan baru ini, sektor publik (pemerintah) lebih banyak dituntuk untuk menampakkan dirinya sebatas sebagai fasilitator atau pencipta iklim yang kondusif bagi perkembangan pembangunan yang berkelanjutan dan tidak lagi menjadi pelaku langsung sebagaimana perannya pada masa menguatknya sistem pembangunan sentralistik, sektor publik lebih banyak dituntut untuk menjadi pemampu (enabler) daripada menjadi penyedia (provider) sementara rakyatlah menjadi subjek pembangunan.

Dengan berperannya masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, akan memberi manfaat antara lain : (1) dapat diidentifikasikannya segala potensi sumber daya dan kemampuan yang ada di dalam masyarakat maupun pemerintah setempat, sehingga pada saat penyusunan program atau kebijaksanaan akan lebih realitas, efisien dan efektif di dalam pemanfaatan sumber daya yang terbatas, serta berdasarkan kepada prioritas kebutuhan yang sebenarnya, (2) mampu menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang pada gilirannya akan dapat membangkitkan kesadaran dan keinginan untuk ikut berpartisipasi aktif di dalam merencanakan, membangun, memanfaatkan dan sekaligus memelihara hasil-hasil pembangunan yang ada secara berkelanjutan.

Dalam meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Di antaranya adalah harus mampu menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang kondusif bagi terlaksananya proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sehingga apa yang diharapkan dari setiap pemerintah daerah, khususnya pemerintah kecamatan Wattang Sidenreng dapat terwujud. Dengan kata lain tujuan dan dampak yang ditimbulkan dari program penyelenggaraan administrasi pemerintahan, benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan  yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif, dan pemerintah daerah dituntut memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, dan meningkatkan peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerahnya. 

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemerintah sebagai pelaksana pembangunan yaitu pembinaan aparatur pemerintah yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dilandasi sikap perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab dan mampu melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta tanggap terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat.

Paradigma pembangunan dalam era desentralisasi dititikberatkan kepada partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat dan penanggung resiko pembangunan. Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pembangunan partisipatif, pada hakikatnya bertujuan untuk mengangkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan tersebut, dimulai dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat kelurahan, Musrembang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten yang selanjutnya di tingkat regional dan nasional. Dalam setiap proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang diharapkan sesungguhnya adalah adanya peranan dari masyarakat
Sebagai observasi awal, penulis melihat bahwa di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng terlihat bahwa masyarakat kurang berperan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, misalnya 1) kurangnya koordinasi dan sosilasasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, demikian pula dalam proses perencanaan sampai pada proses pemeliharaan hasil pembangunan, 2) masyarakat kurang tahu tentang hak dan kewajibannya sebagai kurang peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Wattang Sidenreng
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : ”Peranan Masyarakat Sebagai Penunjang Koordinasi dalam Penyelenggaraan Administrasi di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidensreng Rappang”.  
B. Konsep Masyarakat

Masyarakat yang mengandung makna yaitu suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang sangat luas sifatnya. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas bersama. (Koentjaraningrat; 2000:146).
Menurut Shadili (2005:47), menjelaskan bahwa masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain. Saling mempengaruhi berarti adanya pengaruh dan pertalian kebathinan yang terjadi dengan sendirinya yang menjadi unsur yang harus ada bagi masyarakat. Masyarakat bukan berarti penjumlahan orang-orang saja, tetapi di antara mereka harus ada pertalian satu sama lainnya yang merupakan kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses dan menyebabkan perubahan dapat terjadi dalam kehidupan manusia.
C. Konsep Koordinasi

Istilah koordinasi berasal dari bahasa Inggris “Coordination”. Kata coordinate terbentuk dari dua akar kata, yaitu Co dan Ordinate yang mempunyai arti mengatur. Dengan demikian dalam istilah koordinasi adalah terkandung makna pengaturan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:271)
Menurut G.R. Terry (2001:19), mengemukakan bahwa koordinasi adalah usaha yang singkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Selanjutnya, G.R. Terry (2001:35), mengemukakan tinjauan manajemen koordinasi, meliputi:

1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif;

2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha;

3. Directing atau pemantauan usaha

Sedangkan menurut Hasibuan (2007:85), bahwa koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Dari definisi koordinasi yang dikemukakan di atas, maka koordinasi dapat diartikan sebagai sinkronisasi usaha-usaha secara teratur yang ditunjukkan untuk memberikan petunjuk waktu, dan arah pelaksanaan suatu kegiatan kerja, agar dengan demikian dapat dicapai tindakan-tindakan harmonis serta yang disatukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Soeharyo dan Effendy (2006:62), mengemukakan bahwa koordinasi dapat dibedakan:

1. Koordinasi Hierarkis (Vertikal)

Koordinasi vertikal adalah yang dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan dalam suatu instansi pemerintah terhadap pejabat (pegawai) atau instansi bawahannya. Misalnya Kepala Biro Terhadap terhadap kepala bagian dalam lingkungannya.

2. Koordinasi Fungsional 

Koordinasi fungsional adalah koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang tugasnya saling berkaitan berdasarkan asas fungsionalisasi.
D. Syarat-Syarat Koordinasi
Menurut Hasibuan (2007:88), bahwa terdapat empat syarat koordinasi, yaitu :

1. Sense Of Cooperation (perasaan untuk bekerjasama), ini harus dilihat dari sudut bagian pembagian pekerjaan, bukan perorangan,

2. Rivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan.

3. Team Spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai.
4. Esprit De Corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai umumnya akan menambah semangat.
E. Pengertian Aparatur
Konsep aparatur menurut Manrihu (2002:27), bahwa aparatur pemerintah dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu: (a) aparatur sebagai sistem manajemen, yang unsur-unsurnya terdiri atas bidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan, dan (b) aparatur sebagai kumpulan manusia yang mengabdi pada kepentingan negara dan pemerintah serta berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.
Aparatur dari perspektif sistem manajemen, adalah meliputi bidang-bidang organisasi, kepegawaian, tatalaksana dan pengawasan. Sementara aparatur sebagai pegawai negeri sipil berarti sumber daya manusia yang bertugas menjalankan sistem tersebut.

Dengan demikian, maka peranan sumber daya manusia dalam sistem, sangat menentukan berhasil tidaknya sistem dalam mencapai tujuan secara optimal. Sistem hanya merupakan perangkat untuk mewujudkan tujuan, selebihnya bergantung pada semangat dan kemampuan manusia. Dengan demikian semangat pengabdian, kesetiaan dan profesionalisme sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan atau efektivitas suatu organisasi.
F. Pengertian Pelayanan 

Secara kodrati, manusia dalam rangka mempertahankan hidupnya sangat memerlukan pelayanan, baik dari diri sendiri maupun melalui karya orang lain. Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administrasi yang diberikan oleh orang lain sebagai anggota organisasi massa maupun organisasi negara.
Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekolompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. 

Moenir (2003:16), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menurut Moenir (1992:16), bahwa pelayanan adalah merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain. Sedangkan arti proses itu sendiri yaitu memberikan batasan pengertian the any action which is performed by management to achieve organizational objectives. Diartikan proses sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh program untuk mencapai tujuan organisasi.
Sedangkan menurut Handayaningrat (2002:45), bahwa pelayanan diartikan sebagai perihal atau cara melayani. Melayani yang dimaksud adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang dalam mendapatkan kemudahan. Pengertian ini menitikberatkan pelayanan kepada seseorang agar mendapat kemudahan tanpa adanya unsur penyelewengan dan manipulasi. Kemudahan yang diperoleh dalam pelayanan ini pada akhirnya memberikan kepuasan kepada penerima layanan.

Yang termasuk dalam kelompok pelayanan kepada masyarakat ditandai dengan cara pengorganisasian yang mampu secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk meningkatkan pelayanan bagi setiap orang yang membutuhkan untuk dilayani, serta sasaran terutama untuk kelompok dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, maka syarat pokok dalam pelayanan adalah :

1. Tersedia dan Berkesinambungan

Syarat pokok tersebut adalah pelayanan yang harus tersedia terhadap masyarakat serta bersifat berkesinambungan. Artinya semua pelayanan masyarakat tidak sulit ditemukan.

2. Dapat Diterima dan Wajar

Syarat pokok kedua ini adalah pelayanan yang baik, yang dapat diterima oleh masyarakat serta bersifat wajar, maksudnya pelayanan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat.

3. Mudah Dicapai

Syarat pokok ketiga adalah pelayanan yang mudah dicapai oleh masyarakat, terutama dari sudut tempat.

4. Mudah dijangkau

Syarat pokok keempat adalah pelayanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terutama dari sudut biaya yaitu terjangkau oleh masyarakat.

5. Bermutu

Syarat pokok kelima adalah pelayanan yang bermutu, maksudnya adalah yang menuju pada tingkat kesempurnaan pelayanan yang diselenggarakan yang dapat memuaskan para pemakai jasa dan tata cara penyelenggaraan sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.

Menurut Daha (2002:101), mengemukakan bahwa bentuk pelayanan umum ada tiga macam, yaitu :

1. Layanan dengan lisan

2. Layanan melalui tulisan

3. Layanan dengan perbuatan

Ketiga bentuk layanan itu memang tidak selamanya berdiri sendiri secara murni, melainkan secara berkombinasi. Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas di bidang hubungan masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Agar supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan :

1. Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya. Artinya, jika ia menjadi petugas pada suatu stand pameran barang-barang hasil tambang, ia harus menguasai masalah-masalah tambang meskipun pada garis besar saja.

2. Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat tetapi jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.

3. Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.

4. Meski dalam keadaan sepi tidak mengobrol dan bercanda dengan teman, karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan mengabaikan tugas. Tamu menjadi segan untuk bertanya dengan memutus keasyikan mengobrol.
5. Tidak melayani orang-orang yang ingin sekedar mengobrol, dengan cara yang sopan.

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Apalagi kalau diingat sistem layanan pada abad informasi ini menggunakan sistem layanan jarak jauh dengan menggunakan tulisan. Pada dasarnya, layanan tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang harus diperhatikan adalah kecepatan, baik dalam pengolahan masalah maupun dalam proses penyelesaian (pengetikan, penandatanganan dan pengiriman kepada yang bersangkutan).

Layanan tulisan terdiri atas dua golongan, yaitu layanan berupa petunjuk, informasi dan layanan yang sejenis ditujukan kepada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau lembaga serta layanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, pemberian/penyerahan dan lain sebagainya.

Pada umumnya, layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu, faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan terhadap hasil perbuatan dan pekerjaan. Dalam kenyataan sehari-hari, jenis layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan, jadi antara layanan perbuatan dan layanan lisan sering bergabung. Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum (kecuali yang khusus dilakukan melalui hubungan tulis, karena faktor jarak). Hanya titik berat yang terletak pada perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh yang berkepentingan.

Jadi tujuan utama orang yang berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan. Di sini pun faktor kecepatan dalam pelayanan (pekerjaan) menjadi dambaan bagi setiap orang, disertai dengan kualitas hasil yang memadai. Mengenai faktor kecepatan, hal itu dapat dilakukan apabila prinsip pekerjaan dapat ditangani sekarang, sekarang dikerjakan, tidak ditunda nanti atau esok hari, dipegang teguh.
G. Pengertian Administrasi

Segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam masyarakat senantiasa terdapat kelompok orang yang hidup bersama-sama. Orang-orang itu mengada sesuatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak akan tercapai jika dilakukan seorang diri. Hal ini sudah ada sejak zaman dulu, misalnya usaha kerjasama manusia untuk membangun candi atau menggali saluran air. Segenap proses penyelenggaraan kerjasama itu dalam lapangan ilmu sosial disebut dengan satu istilah, yaitu administrasi.

Menurut Miftah Thoha (2003:19), bahwa istilah administrasi berasal dari bahasa latin ‘ad + ministrare’ yang mempunyai pengertian dalam bahasa Indonesia; membantu, melayani, dan atau meemnuhi. (Kata sifatnya administrativus, dan kata bendanya administratio). Kata lain administrare ini dalam bahasa Inggris ialah administration.

Sedangkan menurut Sondang F. Siagian ( 2002:64), bahwa administrasi adalah setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain. Pengertian ini menurut hakekatnya sama dengan pengertian tata usaha dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, kegiatan tata usaha janganlah dipergunakan istilah administrasi melainkan sebutlah “tata usaha” saja.

Dari waktu ke waktu selalu terdapat sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu dan usaha kerjasama. Ketiga faktor ini jalin menjalin dan saling berkaitan, sehingga menimbulkan suatu proses dalam masyarakat berupa rangkaian perbuatan manusia, berikut segenap kejadian yang terjadi sebagai akibat perbuatan itu yang secara teratur diarahkan kepada sesuatu tujuan tertentu. Segenap rangkaian perbuatan sekelompok orang dalam suatu usaha kerjasama yang menyelenggarakan tercapainya sesuatu tujuan tertentu dapat dicakup dengan istilah “administrasi”.

Liang Gie (2004;9) mengemukakan bahwa administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Rangkaian perbuatan menyelenggarakan ini terbentang di antara saat ditentukannya tujuan yang ingin dicapai sampai detik terpenuhinya tujuan itu.

Sofyan Badri (2001;17), bahwa asal kata administrasi dari kata latin, ad berarti intensiv, ministrare berarti melayani, membantu, memenuhi. Secara Etimologis administrasi berarti melayani yang intenvis. Dari kata kerja tersebut lahir kata sifat administrativus dan kata benda administratio.

Menurut Sukarna (2000;43), bahwa administrasi dapat diartikan sebagai segala kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilakukan dalam suatu perusahaan atau pemerintahan dapat dimulai dari tingkat tinggi sampai dengan tingkat terendah. Oleh karena itu administrasi meliputi seluruh bidang pekerjaan, bukan hanya tata usaha saja.

Sedangkan Husein Umar (2004;21), bahwa administrasi dapat diartikan dalam arti sempit yaitu penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperolehnya kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Dan secara luas, yaitu sebagai suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan semberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian administrasi tersebut di atas, ternyata bahwa administrasi hanyalah rangkaian perbuatan penyelenggaraan saja dan bukan perbuatan-perbuatan pengerjaan (operatif) yang langsung bertalian dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dari definisi tersebut, juga terkandung maksud bahwa dalam pelaksanaannya terdapat unsur pengelolaan. Jadi, pada dasarnya administrasi itu dapat diartikan sebagai pengelolaan sekelompok orang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan.

Walaupun administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan, namun untuk tata tertib pelaksanaannya seperti yang dikemukakan oleh Gie (2004;12) dapat dibedakan dalam 8 unsur sebagai beriku:

1. Pengorganisasian, yaitu rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan dari usaha kerjasama bersangkutan.

2. Manajemen, yaitu rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan/staf dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama itu benar-benar tercapai.

3. Tata hubungan, yaitu rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama.

4. Kepegawaian, yaitu rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga-tenaga kerja yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama.

5. Keuangan, yaitu rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelajaran dalam usaha kerjasama.

6. Perbekalan, yaitu rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara sampai menyingkirkan segenap perlengkapan dalam usaha kerjasama itu.

7. Tata Usaha, yaitu rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama itu.

8. Perwakilan, yaitu rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekeliling terhadap usaha kerjasama itu.

Masing-masing unsur administrasi tersebut di atas mencakup beberapa pola perbuatan, dan kedelapan unsur tersebut saling bertautan satu sama lain, sehingga merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan yang menunjang seluruh proses pengerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam usaha kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dari beberapa uraian tersebut di atas mengenai pengertian administrasi, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masing-masing definisi tersbut mempunyai beberapa persamaan. Adapun persamaan-persamaan itu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Administrasi  merupakan suatu proses kerjasama

2. Proses kerjasama tersebut dilakukan oleh sekelompok orang secara rasional. 

3. Dan kerjasama tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Ketiga persamaan itu merupakan syarat atau faktor penyebab terjadinya administrasi. Tiadanya salah satu dari faktor itu, maka tidak akan ada administrasi. Karena itu ketiga persamaan itu dinamakan faktor, karena faktor adalah merupakan suatu unsur yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya suatu hasil atau keadaan. Pengertian faktor ini lebih luas daripada pengertian unsur, sebab kumpulan dari faktor-faktor itu selalu merupakan penyebab atau pendorong timbulnya sesuatu hal lain yang merupakan kebulatan. Atas dasar inilah dipergunakan batasan administrasi sebagai berikut : “Administrasi adalah proses kegiatan penataan usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Selain mengetahui beberapa pengertian mengenai administrasi seperti yang telah diuraikan dalam kutipan-kutipan di atas, dan kesimpulan terakhir mengenai batasan administrasi, kiranya dapatlah ditarik pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam batasan administrasi tersebut. Pokok-pokok pikiran tersebut antara lain bahwa :

1. Administrasi merupakan rangkaian kegiatan penataan.

2. Kegiatan penataan itu dilakukan oleh sekelompk orang.

3. Administrasi merupakan usaha kerjasama dari sekelompok orang tersebut.

Usaha kerjasama itu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai.
H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Masyarakat Sebagai Penunjang Koordinasi
Sebagai faktor yang mempengaruhi peranan masyarakat sebagai penunjang koordinasi yaitu adanya hubungan masyarakat untuk berinteraksi dengan petugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng. 
Selain faktor adanya hubungan masyarakat dengan petugas yang sudah terjalin dengan baik, maka faktor lain seperti adanya pembinaan masyarakat ataupun pembinaan kewarganegaraan, pembinaan ketentraman dan pembinaan ketertiban di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng adalah merupakan faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam memberikan peranannya.
I. Metode Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2009:90). 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang bekerja dalam lingkup Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berjumlah 31 orang. 

Kriteria pemilihan tokoh masyarakat, yaitu penulis memilih dari masyarakat yang paling dituakan atau dihormati, misalnya para ulama/ustadz, para guru atau kepala sekolah, pengurus BPD/LKMD, dan Tokoh Pemuda yang ada diwilayah Kecamatan Watang Sidenreng
Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi. Besarnya sampel ditentukan oleh banyaknya data atau observasi dalam sampel itu. Besarnya sampel yang diperlukan bervariasi menurut tujuan pengambilannya dan tingkat kehomogenan populasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu sampel total atau penelitian sensus yakni keseluruhan dari populasi, karena populasinya tidak terlalu besar, maka peneliti mengambil dan menentukan sampel yaitu keseluruhan dari populasi yang berjumlah 31 orang (sampel total).
Penentuan sampel tersebut berdasarkan pendapat Arikunto (2001:115), mengemukakan bahwa apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi mengenai objek yang menjadi sasaran penelitian berupa teori-teori, metode dan konsep.

b. Penelitian lapangan, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu data atau informasi langsung yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jalan observasi langsung dilapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1) Observasi, yaitu mengamati secara mendalam setiap bagian objek yang diteliti secara langsung.
2) Daftar pertanyaan yaitu memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian secara terperinci dan akurat dari responden.

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, maka setiap data diidentifikasi dan dikelompokkan menurut karakteristik tujuan penelitian, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis tersebut diberlakukan pada semua data yang telah diperoleh dari Kuesioner, interview dan observasi.
Analisis deskriptif kualitatif digunakan sebagai instrumen analisis untuk menjawab semua permasalahan yang diajukan, sedangkan angka persentase digunakan untuk menghitung frekuensi jawaban dari responden melalui kuesioner, guna mempertajam analisis kualitatif dengan menggunakan tabulasi frekuensi.

J. Hasil Penelitian 

1. Peranan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Administrasi
Sesuai dengan hasil penelitian, bahwa di Kecamatan Watang Sidenreng, masyarakat mempunyai peranan dalam penyelenggaraan administrasi di Kantor Kecamatan tersebut. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang menjelaskan bahwa dari 31 responden, paling banyak yaitu 30 orang (96,77%) yang memberikan jawaban ya, dan hanya 1 orang atau hanya 3,23% responden yang memberikan jawaban tidak. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai peranan dalam penyelenggaraan administrasi di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng.
Selanjutnya tentang adanya peranan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng tersebut, responden menilai bahwa peranan masyarakat tersebut dinilai baik oleh semua responden. Hal tersebut sesuai jawaban responden setelah penulis mengumpulkan data melalui angket kuesioner, yang olahan datanya menunjukkan bahwa keseluruhan responden sebanyak 31 orang atau 100%, memberikan jawaban bahwa peranan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah baik. Dan tidak ada responden yang memberikan jawaban kurang baik ataupun tidak baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan masyarakat dalam hal penyelenggaraan administrasi di Kecamtan tersebut adalah baik.
2. Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Apabila dilihat dari segi pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kecamatan Watang Sidenreng, setelah penulis mengadakan penelitian, maka didapat hasil penelitian yaitu keseluruhan responden sebanyak 31 orang atau 100%, menilai bahwa pelaksanaan koordinasinya baik.
Tidak ada responden yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak baik. Jadi penulis menyimpulkan bahwa apabila dilihat dari segi pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, maka hal itu dinilai baik oleh responden.
3. Penerapan Syarat Koordinasi Dilihat dari Segi Perasaan Untuk Bekerjasama, Pencapaian Kemajuan, Saling Menghargai dan Semangat Melaksanakan Tugas
Sesuai dengan hasil penelitian tentang penerapan syarat koordinasi dilihat dari segi perasaan untuk bekerjasama, pencapaian kemajuan, saling menghargai dan semangat dalam melaksanakan tugas, maka didapat jawaban dari responden bahwa hal itu sudah baik. Hal ini sesuai dengan jawaban responden melalui angket kuesioner yang telah dibagikan, dan adapun olahan datanya menunjukkan bahwa paling banyak responden yaitu 28 orang atau 90,32% menilai baik, dan sisanya 3 orang atau 9,68% menilai sangat baik, sedangkan tidak ada responden yang menilai kurang baik dan tidak baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan syarat koordinasi dilihat dari segi perasaan untuk bekerjasama, pencapaian kemajuan, saling menghargai dan semangat dalam melaksanakan tugas di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah  baik.
4. Koordinasi Vertikal Oleh Masing-Masing Kepala Seksi Terhadap Pegawai Bawahannya

Apabila dilihat dari segi koordinasi vertikal yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Seksi terhadap semua bawahannya di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, sesuai dengan hasil penelitian bahwa hal itu sudah baik. Walaupun ada 1 (satu) orang responden yang menilai kurang baik. 
Berdasarkan olahan data kuesioner, dapat diketahui bahwa paling banyak responden yaitu ada 26 orang atau ada 83,87% responden yang memberikan penilaian baik, menyusul ada 4 orang atau ada 12,90% responden yang menilai sangat baik, dan hanya 1 orang saja atau hanya 3,23% responden yang menilai kurang baik. Sedangkan tidak ada responden yang menilai tidak baik. Jadi penulis berkesimpulan bahwa koordinasi vertikal yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Seksi terhadap semua bawahannya di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah sudah baik.
5. Koordinasi Fungsional Yang Dilakukan Oleh Masing-Masing Kepala Seksi Terhadap Instansi Lain
Sesuai dengan pengumpulan data melalui jawaban responden pada angket kusioner, maka diperoleh data dari jawaban responden bahwa koordinasi fungsional yang dilakukan oleh masing-masing kepala seksi terhadap instansi lain yaitu hasil penelitian tentang hal itu sudah baik.
Berdasarkan olahan data kuesioner dapat diketahui bahwa paling banyak responden yaitu ada 24 orang atau 77,42% yang memberikan jawaban baik, menyusul ada 6 orang (19,35%) respondne yang memberikan jawaban sangat baik, dan hanya 1 orang atau hanya 3,23% responden yang memberikan jawaban kurang baik, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa koordinasi fungsional yang dilakukan oleh masing-masing kepala seksi terhadap instansi lain di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng adalah baik.
6. Sumber Daya Aparatur dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Adanya sumber daya aparatur yang memadai di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah merupakan suatu hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dan apabila dilihat dari hasil penelitian yaitu di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng responden menilai bahwa sumber daya aparaturnya sudah memadai.
Untuk mengetahui lebih jelas tentang jawaban responden tersebut, berikut olahan datanya yang menunjukkan bahwa paling banyak responden yaitu ada 16 orang atau 51,61% responden yang memberikan jawaban memadai, menyusul ada 14 orang atau 45,16% responden yang memberikan jawaban sangat memadai, dan hanya 1 orang atau hanya 3,23% responden yang memberikan jawaban kurang memadai, sedangkan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak memadai. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa sumber daya aparatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah sudah memadai.
7. Pelayanan Administrasi
Adanya pelayanan administrasi yang baik disetiap instansi pemerintahan, seperti halnya di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah merupakan harapan bagi semua orang yang ingin mendapatkan pelayanan di kantor tersebut. Seperti halnya pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, yaitu responden menilai sudah baik pelayanannya.
Hal ini sesuai dengan jawaban responden, yang olahan datanya menunjukkan bahwa di antara 31 orang responden, paling banyak yang memberikan jawaban baik yaitu ada 22 orang atau 70,97%, menyusul sisanya 9 orang memberikan jawaban sangat baik, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban kurang baik ataupun tidak baik. Penulis dapat berkesimpulan bahwa pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah baik.
8. Sikap dan Perilaku Pegawai dalam Memberikan Pelayanan Administrasi
Sesuai dengan hasil penelitian melalui jawaban responden pada angket kuesioner, maka diperoleh jawaban responden yaitu paling banyak responden yang memberikan jawaban bahwa sikap pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi di kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah baik. Olahan data kuesioner menunjukkan bahwa paling banyak responden yang memberikan jawaban baik, yaitu ada 26 orang atau 83,87%. Menyusul ada 5 orang atau 16,13% yang memberikan jawaban sangat baik. Sedangkan tidak ada responden yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan adalah baik.
9. Hubungan Kerjasama Pegawai dalam Memberikan Pelayanan Administrasi
Selain sikap dan perilaku pegawai tersebut di atas yang sudah baik dalam memberikan pelayanan administrasi, hubungan kerjasama pun antara sesama pegawai sudah terjalin baik di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian melalui jawaban responden, di mana dapat disimpulkan bahwa hubungan kerjasama pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah sudah baik, karena kesemua responden yang berjumlah 31 orang memberikan jawaban baik. Dan tidak ada responden yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak baik.
10. Pelayanan Administrasi Dilihat dari Segi Prosedur Pelayanan
Pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, apabila dilihat dari segi prosedur pelayanan, maka sesuai dengan hasil penelitian melalui jawaban responden, diperoleh data bahwa pelayanan administrasi di kantor tersebut adalah sangat mudah prosedurnya, yang artinya tidak berbelit-belit.
Olahan data kuesioner menunjukkan bahwa paling banyak responden yaitu ada 18 orang atau 58,06% memberikan jawaban sangat mudah prosedurnya, menyusul sisanya 13 orang (41,94%) responden memberikan jawaban mudah prosedurnya. Dan tidak ada responden yang memberikan jawaban kurang mudah ataupun tidak mudah prosedurnya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah sangat mudah prosedurnya.
11. Kualitas Pegawai dalam Memberikan pelayanan Administrasi
Pegawai Kantor Camat Watang Sidenreng dalam memberikan pelayanan administrasi, sesuai dengan hasil penelitian bahwa responden paling banyak memberikan sudah berkualitas. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian melalui jawaban responden, di mana dapat dijelaskan bahwa paling banyak responden yaitu ada 27 orang atau 87,10% yang memberikan jawaban berkualitas, menyusul sisanya 4 orang atau 12,90% responden memberikan jawaban sangat berkualitas. Dan tidak ada responden yang memberikan jawaban kurang berkualitas atau tidak berkualitas. Jadi penulis menyimpulkan bahwa pegawai Kantor Camat Watang Sidenreng sudah berkualitas dalam memberikan pelayanan administrasi.
K. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Masyarakat

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peranan masyarakat sebagai penunjang koordinasi yaitu adanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan pegawai kecamatan untuk berinteraksi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dan hubungan yang baik tersebut, sesuai hasil penelitian tentang hubungan masyarakat dalam berinteraksi dengan petugas penyelenggaraan administrasi yaitu sesuai dengan jawaban responden yaitu paling banyak mengatakan bahwa hal itu sudah baik, yaitu ada 24 orang atau 77,42%, menyusul sisanya 7 orang atau 22,58% responden memberikan jawaban sangat baik. Dan tidak ada responden yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak baik. Jadi penulis berkesimpulan bahwa apabila dilihat dari segi hubungan masyarakat dalam berinteraksi dengan petugas penyelenggaraan administrasi di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, maka hal itu sudah baik dan merupakan faktor yang mempengaruhi agar masyarakat dapat berperan di dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan di kantor kecamatan tersebut.

Selanjutnya, adanya pembinaan masyarakat, adanya pembinaan kewarganegaraan, pembinaan ketentraman dan pembinaan ketertiban, maka hal itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk berperan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintaan di Kecamatan Watang Sidenreng. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa hal itu dinilai baik oleh responden.

Untuk mengetahui lebih jelas, berikut olahan datanya yang menunjukkan bahwa paling banyak responden yaitu ada 22 orang atau 70,97% responden yang memberikan jawaban baik, menyusul 8 orang atau 25,81% responden yang memberikan jawaban sangat baik, dan hanya 1 orang atau hanya 3,23% respodnen yang memberikan jawaban kurang baik. Jadi penulis berkesimpulan bahwa adanya pembinaan masyarakat, pembinaan kewarganegaraan dan pembinaan ketentraman dan pembinaan ketertiban yang baik, maka hal itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk berperan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kecamatan Watang Sidenreng.
L. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV, maka penulis dapat memberikan kesimpulan penelitian ini, yaitu:
1. Peranan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah 100% baik. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan hasil penelitian yaitu 100% baik. Penerapan syarat koordinasi dilihat dari segi perasaan untuk bekerjasama, pencapaian kemajuan, saling menghargai dan semangat dalam melaksanakan tugas yaitu 90,32% baik. Koordinasi vertikal oleh masing-masing kepala seksi terhadap pegawai bawahannya yaitu hasil penelitiannya 83,87% baik. Koordinasi fungsional yang dilakukan oleh masing-masing kepala seksi terhadap instansi lain yaitu 77,42 sudah baik. Sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan hasil penelitian yaitu 51,61% memadai. Pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 70,97% sudah baik. Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi yaitu 83,87% sudah baik. Hubungan kerjasama pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi yaitu 100% sudah baik. Pelayanan administrasi dilihat dari segi prosedur pelayanan yaitu 58,06% sangat mudah. Kualitas pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi hasil penelitian yaitu 87,10% pegawai sudah berkualitas.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu adanya hubungan masyarakat dalam berinteraksi dengan petugas penyelenggaraan administrasi yaitu 77,42% sudah baik, serta adanya pembinaan masyarakat, pembinaan kewarganegaraan, pembinaan ketentraman dan pembinaan ketertiban yaitu 70,97% baik. Hal demikian menjadi faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk berperan dalam menunjang koordinasi penyelenggaraan administrasi di Kecamatan Watang Sidenreng.
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